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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Kompetensi 
Sumberdaya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Stadar Akuntansi 
Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi dan Peran Inspektorat terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) di Sukoharjo, Penelitian ini menggunakan data primer. Metode 
pengumpulan sampel dilakukan secara purposive sampling. Sampel dalam 
penelitian ini sejumlah 71 orang pada kepala bagian akuntansi/ bendahara  dan 
staf bagian keuangan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Sumberdaya 
Manusia, dan Standard Akuntansi Pemerintah  berpengaruh terhadap Kualitas 
Laporan Kuangan Pemerintah Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern, 
Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Inspektorat tidak Berpengaruh Terhadap 
Kualitas Laporan Kuangan Pemerintah Daerah. 
 
Kata kunci: kompetensi sumberdaya manusia, sistem pengendalian intern, 
penerapan stadar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi dan 




The purpose of this research is to analyze the influence of Human Resource 
Competence, Internal Control System, Application of Government Accounting 
Stadar, Utilization of Technology and Role of Inspectorate on Quality of Local 
Government Financial Statement at Local Unit of Work Unit (SKPD) in 
Sukoharjo. This study uses primary data. Sampling method is done by purposive 
sampling. The sample in this research is 71 persons at head of accountant / 
treasurer and finance staff. Analyzer used is multiple linear regression. The results 
of this study indicate that the variables of Human Resource Competence, and 
Government Accounting Standard affect the Quality of Local Government 
Financial Report, and Internal Control System, Utilization of Information 
Technology, The Role of Inspectorate Not Affect the Quality of Local 
Government Financial Report. 
Keywords: Human Resource Competency, Internal Control System, Application 
of Government Accounting Stadar, Technology Utilization and 









Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. LKPD bertujuan untuk memberikan 
informasi keuangan daerah selama satu tahun anggaran dan  memiliki fungsi yang 
sangat penting salah satu fungsinya ialah laporan keuangan merupakan gambaran 
kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah 
untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya. Laporan keuangan adalah catatan 
informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat 
digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). 
Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan 
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas  Laporan 
Keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang 
memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami 
(PP No. 71, 2010) sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi 
penggunannya. Laporan keuangan yang andal dapat terpenuhi jika informasi 
dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan 
yang material, menyajikan setiap fakta yang jujur serta dapat diverifikasi.  
Kompetensi adalah ciri seorang yang dapat dilihat dari keterampilan, 
pengatahuan, dan kemampuan yang dimiliki dalam hal menyelesaikan tugas-tugas 
yang dibebankan kepadanya (Hervesi, 2005 dalam Indrisari 2008). Kompetensi  
merupakan dasar seseorang untuk mecapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan 
kinerjanya. Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan 
keuangan yang berkualitas. Sumber daya manusia yang tidak memiliki 
kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaanya secara efisien, efektif, 
dan ekonomis. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin 
baik dalam hal pengambilan keputusan, (Mardiasmo, 2002: 146). Dalam hal ini 
kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk 
merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. 
Sistem Pengendalian Intern berfungsi untuk mengecek ketelitian dan 
keandalan data akuntansi. Dengan sistem pengendalian intern yang baik, risiko 
terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat 





kekeliruan. Untuk meminimum bahaya ini, profesi akuntansi mengesahkan 
seperangkat standard dan prosedur umum yang disebut prinsip-prinsip akuntansi 
yang diterima umum. Di Indonesia prinsip akuntasi ini, disusun dalam standard 
akuntansi keuangan entitas  tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP). 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang benar dan pemahaman yang 
baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada satuan 
kerja perangkat daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan 
keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yag harus 
dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat 
ditingkatkan. Dengan adanya aturan ini maka pemerintahan pusat/daerah dituntut 
untuk dapat mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam 
mengelola keuangan daerah. 
Pemanfaatan Teknologi Informasi juga merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kewajiban pemanfaatan teknologi oleh 
pemerintah diatur dalam PP nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi 
keuangan daerah. Manfaat dari penggunaan teknologi informasi ini yaitu 
mempercepat proses transaksi, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam 
jumlah besar dan kemampuan multiprosecessing. 
Inspektorat sebagai Auditor Internal Pemerintah Daerah diharapkan dapat 
membantu daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan 
handal. Pengawas intern yang melakukan pengawasan keuangan dilingkungan 
pemerintah daerah selain BPKP adalah Aparat Inspektorat Daerah. Dengan 
adanya peran internal audit, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus 
dapat memberikan jaminan bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan 
keuangan telah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk 
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Peran internal audit yaitu 
memberikan jasa konsultasi dan jaminan mutu (quality assurance) terhadap 
laporan keuangan khususnya melakukan review atas laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
Penelitian yang mengkaji hubungan Kompetensi Sumberdaya Manusia, 
Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Pengendalian 





Yoga(2017) Ali (2015) dan Setyowati (2016). Perbedaan dari penelitian 
sebelumnya yaitu menambah variabel independen Peran Isnpektorat dan tempat 
penelitian.  
 
2. METODE  
Populasi dalam penelitian ini adalah 27 SKPD Dinas dan Badan di Kabupaten 
Sukoharjo, sedangkan sampel penelitian ini adalah kepala dan staf bagian 
keuangan, Metode pengambilan sampling dilakukan secara purposive sampling 
yaitu tehnik pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu,  
diperoleh hasil sampel penelitian 71 responden.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalaha data primer. Yaitu sumber 
data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli objek penelitian 
(Indriantoro dan Supomo, 2014:147). Dengan cara membagikan kuesioner kepada 
responden. Kuesioner yang disebar berupa daftar pertanyaan yang sifatnya tertulis 
kepada responden mengenai kompetensi sumberdaya manusia, penerapan system 
pengendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan 
teknologi informasi dan peran inspektorat. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil 
Penelitian ini menggunakan sampel kepala dinas atau staf bagian keuangan, 
bendahara/penganggaran pada SKPD  Dinas dan Badan KabupatenSukoharjo. 
Kuesioner yang disebar sejumlah 186 buah kuesioner. Jumlah kuesioner yang siap 
di olah sejumlah 71 kuesioner. 
Tabel 1 Penentuan Jumlah Sampel 
Kriteria Jumlah 
Pegawai negeri sipil pada SKPD dinas dan badan 
bagian keuangan 
186 
Yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun (0) 
Yang tidak menjabat sebagai kepala atau staf bagian 
keuangan  
(108) 
Yang tidak bersedia mengisi kuesioner dengan 
lengkap 
(7) 





Analisis Statistik Deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menjelaskan 
deskripsi data dari seluruh variabel yang tertera pada konsep penelitian. Dalam 
penelitian ini, statistik deskriptif memberikan sebuah gambaran mengenai 
variabel-variabel yang diteliti dengan melihat nilai dari minimum, maksimum, 
rata-rata atau mean, dan standard deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif dapat 
dilihat dari tabel berikut: 
Tabel 2 Statistik Deskriptif 




KLKTOT 71 15.00 25.00 21.2254 2.46807 
SDMTOT 71 8.00 15.00 11.5775 1.65324 
SPITOT 71 14.00 25.00 20.8592 2.69017 
SAPTOT 71 33.00 55.00 44.3380 5.26428 
TITOT 71 6.00 10.00 8.6620 1.10768 
PITOT 71 18.00 30.00 25.0986 3.88092 
Valid N (listwise) 71     
Sumber : Data primer 2018, diolah 
Berdasarkan tabel 2 menjelaskan bahwa pada variabel kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah(KLK) mempunyai nilai rata-rata sebesar 21,22; 
dengan nilai minimal 15,00 dan nilai maksimal 25,00; sedangkan standard deviasi 
sebesar 2,468; varibel sumberdaya manusia(SDM)  mempunyai nilai rata-rata 
sebesar 11,57; dengan nilai minimal 8,00 dan nilai maksimal 15,00; sedangkan 
standard deviasi sebesar 1,653; varibel sistem pengendalian intern (SPI) 
mempunyai nilai rata-rata sebesar 20,859; dengan nilai minimal 14,00; dan nilai 
maksimal 25,00; sedangkan standard deviasi sebesar 2,690; varibel standard 
akuntansi pemerintah(SAP)  mempunyai nilai rata-rata sebesar 44,338; dengan 
nilai minimal 33,00; dan nilai maksimal 55,00; sedangkan standard deviasi 
sebesar 5,264; varibel teknologi informasi(TI)  mempunyai nilai rata-rata sebesar 
8,662; dengan nilai minimal 6,00; dengan nilai maksimal 10,00; sedangkan 
standard deviasi sebesar 1,107; varibel peran inspektorat(PI)  mempunyai nilai 
rata-rata sebesar 25,098; dengan nilai minimal 18,00; dengan nilai maksimal 
30,00; sedangkan standard deviasi sebesar 3,880. 
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu item-item 
dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 





Teknik yang digunakan adalah pearson corelation product moment. Jika rhitung >  
rtabel berarti item valid. Sebaliknya jika rhitung < rtabel berarti item tidak valid. Hasil 
uji validitas kuesioner menggunakan program SPSS 20  adalah sebagai berikut: 
Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah 





















Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Sumberdaya Manusia 













Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern 





















Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
Tabel 5 Hasil Uji Validitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintah 


























































1,040 0,230 Data 
terdistribusi 
normal 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
 Berdasarkan tabel 6 hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov 
Smirnov diketahui bahwa nilai probabilitas > 0,05, maka data dalam penelitian ini 
digolongngkan data terdistribusi normal. 
3.2 Pembahasan 
Pengujian hipotesis pertama (H1) dapat diketahui variabel kompetensi 
sumberdaya manusia memiliki nilai t hitung sebesar 2,665 > 1,668 dan nilai 
signifikan sebesar 0,010 < 0,05 dengan demikian H1 diterima dan ini berarti 
bahwa variabel kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Dari hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa sumberdaya manusia yang 
berkompeten, maka akan semangkin meningkatkan kualitas pelaporan keuangan 
pemerintah daerah. Jadi dengan adanya kompetensi sumberdaya manusia dapat 
diketahui apakah suatu pemerintah telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara 
profesional, efektif, dan efesien. Sehingga dengan adanya kompetensi sumberdaya 
manusia mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas yang bebas 
dari salah saji material. Jika kompetensi sumberdaya manusia dilaksanakan 
dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga 
laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan 
keuangan.  
Hasil ini sejalan dengan penelitian Raja Yoga (2017) yang menyatakan bahwa 
kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
dan menolak hasil penelitian Suyono (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi 
sumberdaya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 
Pengujian hipotesis kedua (H2) dapat diketahui variabel sistem pengendalian 
intern memiliki nilai t hitung sebesar 0,074 < 1,668 dan nilai signifikan sebesar 





pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah.  
Hal ini berarti sistem pengendalian intern yang ada pada dinas kabupaten 
sukoharjo tidak berjalan dengan baik. Tujuan sistem pengendalian intern salah 
satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Adanya 
sistem pengendalian intern yang baik maka resiko terjadinya kekeliruan dan 
kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisir sehingga mengurangi 
kemungkinan untuk mengalami kekeliruan dan kesalahan. Apabila sistem 
pengendalian intern dalam pemerintah daerah tidak berjalan dengan baik maka 
semua operasi, sumberdaya dan data tidak akan terkendali, tujuan tidak tercapai, 
dan tidak dapat meminimalisir kesalahan sehingga pemerintah daerah kabupaten 
sukoharjo tidak dapat menghasilkan informasi akuntansi yang baik dan 
berdampak pada laporan keuangan yang disajikan sehingga tidak dapat 
menghasilkan laporan yang berkualitas.  
Hasil ini sejalan dengan penelitian Ali (2015) yang menyatakan bahwa sistem 
pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dan 
menolak hasil penelitian Raja Yoga (2017) sistem pengendalian intern 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 
Pengujian hipotesis ketiga (H3) dapat diketahui variabel standard akutansi 
pemerintah memiliki nilai t hitung sebesar 3,090 > 1,668 dan nilai signifikan 
sebesar 0,003 < 0,05 dengan demikian H3 diterima dan ini berarti bahwa variabel 
standard akutansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. 
Dari hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa dengan adanya kejelasan 
standard akuntansi pemerintah yang dipakai , maka dapat menghasilkan laporan 
keuangan yang berkualitas. Peraturan pemeirntah No. 71 tahun 2010 tentang 
standard akuntansi pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri No. 64 tahun 
2013 menjadi acuan yang digunakan pegawai negeri sipil SKPD kabupaten 
sukoharjo dalam menyusun laporan keuangan pemeirntah kabupaten sukoharjo. 
Hasil ini sejalan dengan penelitian Wati (2014) yang membuktikan bahwa 
penerapan standard akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan 





penerapan standard akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
Pengujian hipotesi keempat (H4) dapat diketahui variabel teknologi informasi 
memiliki nilai t hitung sebesar -0,362 < 1,668  dengan nilai signifikan sebesar 
0,718 > 0,05 dengan demikian H4 ditolak dan ini berarti bahwa variabel 
teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
Dapat dijelaskan bahwa teknologi informasi yang ada pada SKPD kebupaten 
sukoharjo kurang baik terutama dalam menyusun laporan keuangan daerah, serta 
tidak adanya pelatihan khusus, penerapan teknologi informasi dibagian keuangan 
atau akuntansi. pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi 
komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan 
meningkatkan pemprosesan transaksi dan data lainnya. Dengan kurangnya 
teknologi informasi yang dimiliki keakuratan dalam perhitungan akan menjadi 
lambat dan menghambat pemprosan serta penyimpanan laporan dan output 
lainnya tidak tepat waktu. 
Hasil ini sejalan dengan penelitian Setyowati (2016) yang menyatakan bahwa 
pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan dan menolak hasil penelitian Raja Yoga (2017) yang menyatakan 
bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan. 
Pengujian hipotesis kelima (H5) dapat diketahui variabel peran inspektorat 
memiliki nilai t hitung sebesar 1,031 < 1,668  Dengan nilai signifikan sebesar 
0,306 > 0,05 dengan demikian H5 ditolak dan ini berarti bahwa variabel peran 
inspektorat tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
Hal ini berarti Peran Inspektorat yang ada pada kabupaten sukoharjo tidak ada 
pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah karena peran inspektorat 
berfocus pada pengawasan internal bukan pada internal audit. Inspektorat adalah 
suatu SKPD yang berada pada jajaran pemerintahan yg fungsinya mengecek dan 
sebagai internal control apip (aparat pengawasan internal pemerintah). Untuk 





memberikan jaminan mutu dan melakukan review atas laporan keuangan untuk 
mewujudkan laporan keungan yang sesuai dengan standard akuntansi pemerintah.  
Hasil ini sejalan dengan penelitian Suyono (2016) yang menyatakan bahwa 
peran inspektorat tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan menolak 
hasil penelitian Setyowati (2016). yang menyatakan bahwa peran inspektorat 




Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kompetensi sumberdaya 
manusia, penerapan sistem pengendalian intern, penerapan standar akuntansi 
pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan peran inspektorat terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD 
Kabupaten Sukoharjo) dapat ditarik kesimpulan , Kompetensi sumberdaya 
manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal 
ini didukung oleh hasil uji t yang memperoleh nilai   >   ( 2,665 > 
1,668) dengan nilai signifikansi 0,010 < 0,05, penerapan sistem pengendalian 
intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai   <      ( 0,074 < 
1,668) dengan nilai signifikansi 0,941 < 0,05, penerapan standar akuntansi 
pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Hasil ini didukung oleh hasil uji t yang menunjukkan nilai   >   ( 
3,090 >1,668) dengan nilai signifikansi 0,003 < 0,05, pemanfaatan teknologi 
informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. Hasil penelitian ini disimpulkan dari  hasil uji t yang memperoleh nilai  
 <   ( -0,362 < 1,668) dengan nilai signifikansi 0,718 > 0,05, peran 
inspektorat informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. Hasil penelitian ini disimpulkan dari  hasil uji t yang 
memperoleh nilai   <   ( 1,031 < 1,668) dengan nilai signifikansi 






4.2 Saran  
Bagi penelitian berikutnya, diharapkan memperluas sampel dan objek pada 
kabupaten/kota yang lain serta menambah cakupan penelitian, Peneliti selanjutnya 
yang tertarik dengan topik serupa, sebaiknya menambah variabel lain diluar 
penelitian ini atau bisa menambahkan variabel moderating maupun intervening, 
Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan metode kualitatif untuk 
mengumpulkan data penelitian agar dapat memperkuat hasil penelitian, 
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